BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

Subang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Kabupaten Subang, perlu diubah dan disempurnakan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Kabupaten Subang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan- Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
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4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3974);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun



Menetapkan
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2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pendidikan di Kabupaten Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang;

Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional
Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut :

A.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 angka 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

16.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah BOSDA yang selanjutnya disingkat
NPHD BOSDA adalah naskah perjanjian hibah antara Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Subang dengan Kepala Sekolah sebagai
penerima hibah BOSDA.



B. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 14

Seluruh penyaluran BOSDA kepada sekolah calon penerima yang
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun berjalan dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan.

Penyaluran BOSDA kepada sekolah calon penerima yang
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan hanya dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.
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Diundangkan di Subang
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

H. ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 26



